BAB II1
PENUTUP
Kesimpulan

Sengketa tanah yang belum bersertifikat adalah salah satu sengketa
tanah yang banyak terjadi di kabupaten ketapang, terkait penyelesa sengketa
tanah yang belum bersertifikat di kabupaten ketapang dapat ditangani oleh
kantor pertanahn kabupaten ketapang. Pelaksan kewenangan kantor
pertanahan kabupaten ketapang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penaganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan. Melihat dari kasus yang sudah di tangani
kantor badan pertanahan kabupaten ketapang, kantor pertanahn kabupaten
ketapang memberikan tahapan tahapan penyelesain sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penaganan dan Penyelesaian. Kantor pertanahan kabupaten ketapang
menyelesaikan kasus sengketa tanah yang belum bersertifikat dengan
tahapan yakni Pengkajian Kasus, Penelitian, Ekspos Hasil Penelitian dan

Penyelesaian akhir (Mediasi).
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Saran

Berdasrkan kesimpulan di atas, penulis telah menyimpulkan saran
yang akan diberikan penulis saran bagi kantor pertanahn kabupaten
ketapang Untuk mengatasi sengketa tanah yang belum bersertifikat di
Kabupaten Ketapang dan meningkatkan efektivitas kewenangan Kantor
BPN, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, sosialisasi mengenai
pentingnya sertifikat tanah harus diperkuat melalui berbagai media. Kedua,
proses pendaftaran tanah perlu disederhanakan dan diberi subsidi bagi
masyarakat kurang mampu. Ketiga, mediasi harus diutamakan dalam
penyelesaian sengketa dengan pelatihan mediator profesional. Keempat,
program PTSL harus diperluas secara transparan dan efisien. Kelima, kerja
sama multipihak antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan
lembaga hukum diperlukan untuk pengelolaan pertanahan yang adil.
Terakhir, sistem informasi pertanahan terpadu harus dikembangkan agar
akses data kepemilikan dan status hukum tanah lebih mudah. Dengan
langkah-langkah ini, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalisir dan

kepastian hukum
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LAMPIRAN

Gambar 1 , wawancara bersama narasumber
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FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 64/V/CVD-FH 25 Februari 2025
Hal : Permohonan ljin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada

Yth. Kepala Desa Payak Kumang

JI. Payak Kumang, Rt.09/Rw.02, Payah Kumang, Kec. Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam
ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian

dan \cara bagi mahasi tersebut di bawah ini :
1. Nama : Fransiskus Welly
2. Nomor Mahasiswa : 210514111
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Payah Kumang, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan
Barat
5. Dosen Pembimbing | :  Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing !l : -
6. Judul Skripsi . PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TERHADAP PENYELESIAN SENGKETA TANAH YANG BELUM MEMILIKI
SERTIFIKAT TANAH ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG )
7. No. Handphone / WA : 081250438593

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan
internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik,
sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

!
|
i

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon : +62-274-561031

Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL @ualy.

https://fh.uajy.ac.id
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FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor :63/V/CVD-FH 25 Februari 2025
Hal : Permohonan ljin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi
Kepada

Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang
JI. M.T. Haryono No.12, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam
ujian pendadaran di hadapan tim penguiji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian
dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama 1 Fransiskus Welly

2. Nomor Mahasiswa ;210514111

3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

4. Lokasi Riset : Kota Ketapang, Kalimantan Barat

5. Dosen Pembimbing | : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing Il : -

6. Judul Skripsi . PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TERHADAP PENYELESIAN SENGKETA TANAH YANG BELUM MEMILIKI
SERTIFIKAT TANAH ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG )

7. No. Handphone / WA : 081250438593

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dap
internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik,
sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon : +62-274-561031
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Fax. : +62-274-547973
URL Surel : h@uajy.ac.id

https://fh.uajy.ac.id
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FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 65/V/CVD-FH 25 Februari 2025
Hal : Permohonan ljin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi
Kepada

Yth. Kepala Desa Sungai Kelik
Kelurahan Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam
ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian
dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Fransiskus Welly
2. Nomor Mahasiswa : 210514111
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan
Barat
5. Dosen Pembimbing | :  Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing Il : -
6. Judul Skripsi . PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TERHADAP PENYELESIAN SENGKETA TANAH YANG BELUM MEMILIKI
SERTIFIKAT TANAH ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG )
7. No. Handphone / WA : 081250438593

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan
internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik,
sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon : +62-274-561031
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Fax. 1 +62-274-547973
URL Surel : h@uajy.ac.id

https://fh.uajy.ac.id
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